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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/11/2021

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang :

Mengingat:

a.

1.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
vang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah
dikuasi dan didokumentasikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Ligkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Teluk Bintuni;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 Tahun
2001);
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Memperhatikan

)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten
Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di
Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilthan Umum (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 456);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan
Informaasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 692)

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
533/HK.04.1-Kpt/03/KPU/X1/2020  tentang  Pedoman  Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Ligkungan Komisi
Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Berita Acara Rapat Pleno KPU Teluk Bintuni Nomor: 10/HK.03.1-

BA/9206/KPU-KAB/II/2021 tentang jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2021;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMIILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK

BINTUNI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK
BINTUNI,

: Menetapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di

Lingkungan Komisi Pemilthan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2021,

: Pembiayaan atas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni
sebagaimana Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 18 Februari 2021

KETUA
ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya
S TARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

/KAB mN TELUK BINTUNI
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